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Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Gedung dan Bangunan pada

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Siboru

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sorong

Berdasarkan pada PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN / daerah dan
peraturan Menteri Keuangan Nomor : 246 / PMK .06/2014 tentang Tatacara pelaksanaan
penggunaan BMN sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggun Jawab Tertentu dari
Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang,dengan ini kami mengusulkan Penetapan Status
pada Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana terlampir pada daftar barang yang diusulkan
berupa Gedung dan Bangunan Kantor UPBU Kelas III Siboru.

Sebagai dasar penetapan,bersama ini kami lampirkan berkas pendukung yang
disyaratkan sebagai berikut :
a. Daftar BMN yang di usulkan Penetapan Status Penggunaannya.

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan Barang Milik Negara
berupa Gedung dan Bangunan yang digunakan dan dikuasai
Kementerian/Lembaga.

c. Surat Pernyataan kepemilikan dari kantor UPBU Kelas III Siboru.

d. Kartu Identitas Barang (KIB).

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Barang Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Siboru

Faisal Rahman, S.S1.T. M.M
NIP.19790314 200003 1 002
Tembusan:
1. Kepala Bagian Keuangan dan BMN Setditjen Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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